KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
" SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU
WAKIL KETUA PENGARAH KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR 167/S8J/2012
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Komite Pengarah Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
225/KMK.01/2012 tentang Pembentukan Komite
Pengarah Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kementerian Keuangan Komite Pengarah Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Kementerian Keuangan,
perlu membentuk Kelompok Kerja Komite Pengarah
Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
225/KMK.01/2012 tentang Pembentukan Komite
Pengarah Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kementerian Keuangan, Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal selaku Wakil Ketua Pengarah Komite
Pengarah Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kementerian Keuangan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku
Wakil Ketua Pengarah Komite Pengarah Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Kementerian Keuangan
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite Pengarah
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian
Keuangan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/ 2010
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009
tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Di Lingkungan Departemen Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.01/2012
tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Kementerian Keuangan;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL SELAKU WAKIL
KETUA PENGARAH KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOMITE
PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Membentuk Kelompok Kerja Komite Pengarah Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan, yang
selanjutnya disebut Kelompok Kerja KPTIK, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Jenderal ini.

Kelompok Kerja KPTIK sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, terdiri dari;

1. Kelompok Kerja Koordinasi Tata Kelola TIK;

2. Kelompok Kerja Kebijakan TIK;

3. Kelompok Kerja Arsitektur TIK;

4. Kelompok Kerja Project Management Office (PMO);,
S

Kelompok Kerja Pengembangan Organisasi dan Sumber
Daya Manusia (SDM) TIK; dan

6. Kelompok Kerja Administrasi Umum.

: . Kelompok Kerja KPTIK mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja Koordinasi Tata Kelola TIK
1. melakukan koordinasi terkait:

a. pelaksanaan review terhadap kebijakan dan
standar yang telah ditetapkan;

b. perumusan kebijakan dan standar, serta
ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan dan
standar yang dibutuhkan;

c. penyelarasan investasi TIK antar unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan;

d. pendampingan perumusan Integrated Strategic
Plan (ISP) bidang TIK;

e. pelaksanaan tahapan integrasi TIK Kementerian
Keuangan;

f. pembangunan organisasi dan SDM TIK
Kementerian Keuangan;

g. pembentukan repository data keuangan dan
kekayaan negara dalam rangka kegiatan
pertukaran data elektronik antar unit eselon 1 di
lingkungan Kementerian Keuangan;

h. implementasi tata kelola TIK di Kementerian
Keuangan sesuai dengan kebijakan dan standar
TIK Kementerian Keuangan;

i. penyusunan arsitektur TIK Kementerian
Keuangan;

L.
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melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
investasi TIK yang strategis; dan

melakukan evaluasi atas laporan Kelompok Kerja
Kebijakan TIK, Kelompok Kerja Arsitektur TIK,
Kelompok Kerja Project Management Office (PMO),
Kelompok Kerja Pengembangan Organisasi dan
Sumber Daya Manusia (SDM) TIK, dan Kelompok
Kerja Administrasi Umum.

B. Kelompok Kerja Kebijakan TIK

1.

2.

4.

melakukan review dan menyesuaikan kebijakan dan
standar yang telah ditetapkan;

menyusun kebijakan dan standar, serta ketentuan

teknis pelaksanaan kebijakan dan standar yang
dibutuhkan;

melakukan pemantauan dan review terhadap
implementasi kebijakan dan standar, serta ketentuan
teknis pelaksanaan kebijakan dan standar di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan

melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja kepada Ketua
Kelompok Kerja Koordinasi Tata Kelola TIK.

C. Kelompok Kerja Arsitektur TIK, mempunyai tugas:

1.

6.

menyusun arsitektur TIK Kementerian Keuangan
meliputi arsitektur infrastruktur, aplikasi, data, dan
security TIK,

melakukan pendampingan penyusunan Integrated
Strategic Plan (ISP) bidang TIK;

melakukan koordinasi dan terlibat aktif dalam setiap
tahapan integrasi TIK Kementerian Keuangan;
memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan
dan standar, serta ketentuan teknis pelaksanaan
kebijakan dan standar yang dibutuhkan;

mewujudkan pembentukan repository data keuangan
dan kekayaan negara dalam rangka Kkegiatan
pertukaran data elektronik antar unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan

melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja kepada Ketua
Kelompok Kerja Koordinasi Tata Kelola TIK.

D. Kelompok Kerja Project Management Office (PMO)

1.

2.

3.

melakukan penyelarasan investasi TIK di lingkungan
Kementerian Keuangan,;

memonitor proses pengadaan dan implementasi hasil
pengadaan barang dan jasa terkait integrasi TIK;
mengelola  ketersediaan sumber daya dalam
pendampingan hasil pengadaan barang dan jasa
terkait integrasi TIK;

memonitor tahapan integrasi TIK Kementerian
Keuangan; dan

melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja kepada Ketua
Kelompok Kerja Koordinasi Tata Kelola TIK.
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E. Kelompok Kerja Pengembangan Organisasi dan Sumber

Daya Manusia (SDM) TIK

1. melakukan pendampingan dan memberi masukan
dalam  kegiatan penyusunan organisasi dan
pengembangan kompetensi SDM TIK Kementerian
Keuangan;

2. melakukan koordinasi dalam rangka persiapan
pembentukan unit TIK pusat;

3. menyusun dan mengembangkan program pendidikan
dan pelatihan SDM TIK Kementerian Keuangan; dan

4. melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja kepada Ketua
Kelompok Kerja Koordinasi Tata Kelola TIK.

F. Kelompok Kerja Administrasi Umum
1. melaksanakan administrasi untuk membantu
kelancaran tugas-tugas dari Kelompok Kerja KPTIK;
dan
2. mengkoordinasikan laporan masing-masing
Kelompok Kerja untuk dikirimkan kepada Ketua
Kelompok Kerja Koordinasi Tata Kelola TIK.

Masa kerja Kelompok Kerja KPTIK ditetapkan selama
12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012
sampai dengan 31 Desember 2012.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Sistem Informasi
dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan Tahun Anggaran 2012 Nomor
0030/015-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011
dengan besaran honorarium tidak melebihi Standar Biaya
Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya

Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana ditelah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
36/PMK.02/2012.

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 1 Januari 2012.

Salinan Keputusan Sekretaris-Jenderal ini disampaikan
kepada:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

3. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal, Para Direktur
Jenderal, Kepala/Ketua Badan di lingkungan
Kementerian Keuangan,

4. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;

5. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi
dan Teknologi;
A
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Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian
Keuangan;

Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian
Keuangan;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian
Keuangan,

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
Kementerian Keuangan;

Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Kementerian Keuangan,;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarta II, Kementerian Keuangan;

Bendahara Pengeluaran Pusat Sistem Informasi dan
Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS JENDERAL

SELAKU WAKIL KETUA PENGARAH
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

ttd,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
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SUSUNAN KEANGGOTAAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR 167/8J/2012

TENTANG PEMBENTUKAN  KELOMPOK
KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2012

KELOMPOK KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INF ORMASI
DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

KELOMPOK KERJA KOORDINASI TATA KELOLA TIK

1.  Rionald Silaban,
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi,
dan Teknologi Informasi

2. Bobby A.A. Nazief,

Ketua

Wakil Ketua

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem

Informasi dan Teknologi
3.  Sri Hartati,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,

Sekretariat Jenderal

4.  Sumiyati,
Biro Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat Jenderal

5.  Achmad Sofyan,
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

6.  Annies Said Basalamah,
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,
Sekretariat Jenderal

7.  Juni Hastoto,

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal

8. Rakhmat,
Direktorat Sistem Penganggaran,
Direktorat Jenderal Anggaran

9.  Yoyok Satiotomo,
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
Direktorat Jenderal Pajak

10. Harry Gumelar,

Anggota

Anggota

Anggota

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan

Informasi, Direktorat Jenderal Pajak

11. Susiwijono,
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

12.  Abdul Rahman Ritonga, ;
Direktorat Sistem Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Anggota

Anggota
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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9.
Paruli Lubis,

Direktorat Transformasi Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Suryanto,
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Yusrizal Ilyas,
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi

Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan

Herdaru Poernomo Poerwokoesoemo,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Oni Syahroni Priatna,

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Djoko Hendratto,

Biro Riset dan Teknologi Informasi,

Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan

Andin Hadiyanto,

Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

Dodi Iskandar,

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

POKJA KEBIJAKAN TIK

1.

Rachmad Solik,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

YFR. Hermiyana,

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dudi Hermawan,

Direktorat Evaluasi Pendanaaan dan Informasi
Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan

Tri Achmadi,

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Yudhistira Kesuma,
Direktorat Transformasi Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Harris Noor Rabbasa Roslim,
Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

I Ketut Saguna,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Wawan Ismawandi,

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

Suharman,

Direktorat Sistem Perbendaharaan,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
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Anggota
Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua

Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota
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15.

16.
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Anhar Rudji,

Biro Riset dan Teknologi Komunikasi,
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan

Acep Irawan,

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem

Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

David Nalendra,

Direktorat Sistem Penganggaran,
Direktorat Jenderal Anggaran

Budi Setiabudi,
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Sri Handono,
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Melekon Uditianda,

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Agus Supriyanto,

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan
Informasi, Direktorat Jenderal Pajak

Irfan Kurniawan,
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
Direktorat Jenderal Pajak

Teguh Darmono,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Hardadi Jaya,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Hendra Lesmana,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Tri Budianto,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Yuanita Prasetyowati,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Arlinto Wibisono R.,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

III. POKJA ARSITEKTUR TIK

1.

Purnama,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Ninuk Budiani,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

I,

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua

Wakil Ketua
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16.
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18.

19.
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Yogi Ishwara,
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Yudhy Haryanto,
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Muhdi,
Direktorat Transformasi Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Toga H. Marpaung,

Direktorat Evaluasi Pendanaaan dan Informasi
Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan

Yazid Bastomi,

Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

Ilham Nugroho,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Romy Setiawan,

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

Muhammad Ridzal,
Direktorat Sistem Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

M. Sjahrir Ibrahim,

Biro Riset dan Teknologi Komunikasi,
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan

Purwadi,

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Heru Tjatur Prasetyo,

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Mulyadih,

Direktorat Sistem Penganggaran,

Direktorat Jenderal Anggaran

I Made Sugiada,

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan
Informasi, Direktorat Jenderal Pajak

Fannany Priambodo Mukti,
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
Direktorat Jenderal Pajak

Cahyono Tri Birowo,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Ismail Fahmi Rasyidi,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

M. Taufik Hidayat,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

i

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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Edy Nuryanto,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
Sekretariat Jenderal

Ahmad Hadinata Ahfan,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

)

POKJA PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Deny Agung Pribadi,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Achmad Rinardi Hidayat,

Direktorat Transformasi Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

JB. Widodo Lestarianto,
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Suratman,
Direktorat Evaluasi Pendanaaan dan Informasi

Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan

Endi Achmadi,
Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

Surawan Tri Atmaja,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Igbal Soenardi,
Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

Muhammad Priandi,
Direktorat Sistem Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Basri Pohan,

Biro Riset dan Teknologi Komunikasi,
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan

M. Hilal Nur Solihin,
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

I Ketut Puja,
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Gede Ginarya,
Direktorat Sistem Penganggaran,
Direktorat Jenderal Anggaran

Jarot Budiono,

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan
Informasi, Direktorat Jenderal Pajak

Amalia Andayani Yoga,
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
Direktorat Jenderal Paiak

Anggota

Anggota

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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Piotun Y. Simanjuntak,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Ihram Pramantika,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Batara Sitorus,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

One Marlian Hadis,

 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,

Sekretariat Jenderal

Intan,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

POKJA PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) TIK

1.

10.

11.

Zanaria,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

Adi Purwoko,
Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal

Priyatno,

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,
Sekretariat Jenderal

Syafriadi,

Direktorat Transformasi Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dorlan Festiana,
Direktorat Evaluasi Pendanaaan dan Informasi

Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan

Toto Trianto,
Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal,
Badan Kebijakan Fiskal

Agus Gunawan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Agus Hekso Pramudijono,

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

Syarwan,
Direktorat Sistem Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gatot Susetiyo Priambodo,
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tety Mahrani,

Biro Riset dan Teknologi Komunikasi,
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ,

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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12. Ribut Sugianto,
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

13. Dharma Setiawan,
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

14. Hardi Lubis,
Direktorat Sistem Penganggaran,
Direktorat Jenderal Anggaran

15. Wijayanti Kemala,

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan
Informasi, Direktorat Jenderal Pajak

16. Muhammad Adhi Darmawan,
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
Direktorat Jenderal Pajak

17. Suratno,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

18. Epri Eko Nuryanto, '
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

19. Atitya Pritasari,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekreatriat Jenderal

20. Kristyawan Patriandhi,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

POKJA ADMINISTRASI UMUM

1.  Ni Made Watimena,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

2. Jeffry L. Lahay,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

3. Ahmad Jahim,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

4.  Lili Cahyani Anwar,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

5.  Komarudin,
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

6. Roy A. Pasha,

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal

v,

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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Kusuma Wardani, Anggota
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,

Sekretariat Jenderal

Fitra Riasari, Anggota
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,

Sekretariat Jenderal

SEKRETARIS JENDERAL

SELAKU WAKIL KETUA PENGARAH
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

" ttd,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
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